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ABSTRAK        

Untuk mencegah kecurangan, tata kelola dana desa membutuhkan aparatur yang 

kompeten, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas yang layak. Meskipun 

penelitian sebelumnya menemukan hasil yang bertentangan mengenai pengaruh dari 

tiga faktor di atas terhadap pencegahan penipuan. Penelitian saat ini akan memeriksa 

dampak dari kemampuan pejabat desa, sistem kontrol internal dan akuntabilitas 

terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menerapkan 

metode penelitian kuantitatif dengan desain kausal-explanatori. Responden sebanyak 80 

aparatur dari 16 desa di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui angket, kemudian 

dianalisis dengan regresi linier berganda, uji t, dan uji F dengan bantuan IBM SPSS 

Statistics 26. Menurut hasil penelitian tersebut, kompetensi aparatur desa, sistem kontrol 

internal dan akuntabilitas telah terbukti memiliki hubungan positif dengan pencegahan 

penipuan. Selain itu, tiga faktor di atas secara kolektif telah terbukti memiliki dampak 

nyata terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena 

itu, sudah jelas betapa pentingnya meningkatkan kompetensi pejabat desa, menguatkan 

sistem kontrol internal dan meningkatkan akuntabilitas demi membantu 

penyelenggaraan dana desa yang lebih jelas dan bertanggung jawab.  

Kata Kunci : Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, 

Pencegahan Fraud, Dana Desa. 

PENDAHULUAN   

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya 

serta juga menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum. Salah satu dasar desa adalah UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga mencakup ketentuan tentang pengelolaan 

keuangan untuk mengembangkan desa dan memberdayakan masyarakat. Dana desa dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber anggaran untuk 

meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Karena itu, dana ini harus dikelola 

secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai ketentuan yang berlaku (Bahri et al., 

2024; Fitriyani et al., 2025). 
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Besarnya alokasi dana desa menjadikan penyeliaan dan pertanggungjawaban keuangan 

sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akumulasi alokasi dana 

desa di Indonesia menjangkau Rp609,9 triliun hingga tahun 2024 (Ra'is & Rini, 2024). 

Jumlah yang begitu besar membutuhkan upaya profesional sepanjang proses mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan akuntabilitas. Pejabat yang kredibel 

kemungkinan besar bisa mengalokasikan dana sesuai dengan ketentuan dan tujuan (Rizqi & 

Murahman, 2023), sedangkan pengawasan dan kontrol yang buruk membuat penyimpangan 

menjadi mungkin (Mufliza & Januarti, 2023). Dana desa yang dialokasikan kemungkinan 

akan meningkat setiap tahunnya sehingga membuat kebutuhan akan tata kelola dan 

pengawasan yang efektif semakin besar. 

Risikonya nyata karena dana desa adalah sumber daya publik. Wewenang bisa 

disalahgunakan, anggaran bisa dipakai tidak sesuai rencana, dan administrasi bisa direkayasa, 

semuanya dengan potensi merugikan keuangan negara. Pada saat periode 2016 hingga 2024, 

Indonesian Corruption Watch (ICW) telah mengumpulkan informasi mengenai korupsi di 

sektor desa termasuk jumlah kasus, jumlah pelaku dan kerugian yang diperkirakan bagi 

negara (Ambarwati & Assiddiq, 2024). Hal ini tidak berarti angka-angka tersebut dapat 

mewakili sebuah desa tertentu. Namun sebagai latar, data tersebut sudah cukup menjelaskan 

mengapa tata kelola, pengawasan, dan upaya pencegahan kecurangan (fraud) atas sumber 

daya publik masih mendesak dibenahi (Biduri et al., 2023). Kapasitas aparatur, sistem 

pengendalian internal, dan akuntabilitas pun menjadi faktor yang patut diperhatikan untuk 

mencegah kecurangan (Hidayat et al., 2025). 

Kompetensi pejabat desa juga bisa dianggap sebagai salah satu penentu dalam anti 

penipuan. Kompetensi tersebut merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

individu dalam menjalankan fungsi mereka. Pengelolaan dana desa tidak dapat dilakukan oleh 

siapa saja karena membutuhkan orang yang kompeten di semua aspek. Aparatur dengan 

kemampuan memadai umumnya menyelesaikan urusan administrasi dengan lebih lancar, 

sehingga ruang bagi kekeliruan maupun penyimpangan ikut menyempit (Rizqi & Murahman, 

2023; Sari et al., 2023). Sejumlah penelitian mendapati kompetensi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan fraud (Dewi et al., 2022; Faurozan & Muthaher, 2024; Utami 

et al., 2023). Namun hasil penelitian lainnya saling bertentangan. Rakanti dan Ratnadi (2024) 

menunjukkan dampak negatif sedangkan Asril et al. (2024) menunjukkan tidak ada dampak 

sama sekali. 

Faktor kedua adalah sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai mekanisme 

untuk memastikan bahwa fungsi organisasi dijalankan sesuai dengan prosedur, memberikan 

jaminan terkait pelaporan, kepatuhan terhadap hukum dan keamanan aset. Kontrol internal 

yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan di desa antara lain pemisahan tugas dan 

tanggung jawab, peninjauan catatan transaksi, pengawasan pelaksanaan anggaran dan 

penilaian risiko penipuan. Penelitian Noya et al. (2023) memperlihatkan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sebaliknya dengan Rakanti dan Ratnadi (2024) 

dan Moeljono (2023) yang menyatakan adanya dampak negatif, Sulistiyantoro & Zahara 

(2023) dan Deza dan Utomo (2024) dengan jelas memperlihatkan bahwa sistem kontrol 

internal tidak memiliki dampak pada pencegahan penipuan. 
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Faktor ketiga ialah akuntabilitas, yakni kewajiban pihak yang diberi amanah untuk 

menguraikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta pemakaian sumber daya 

yang dikelolanya. Dalam pengaturan dana desa, akuntabilitas berkaitan dengan informasi 

yang terbuka. Ada kejernihan dalam pertanggungjawaban. Realisasi anggaran harus sesuai 

dengan rencana yang sudah dibuat. Selain itu, laporan yang ada harus mudah diperiksa. 

Akuntabilitas yang baik diharapkan dapat memperkuat penyeliaan warga dan meningkatkan 

keterlacakan pemakaian dana (Dewi et al., 2022). Menurut Dewi et al. (2022) serta Mufliza 

dan Januarti (2023) ada dampak positif dari akuntabilitas dalam mencegah penipuan. 

Sebaliknya hasil penelitian Hidayat et al. (2025) menunjukkan efek negatif sedangkan Utami 

dkk (2023) tidak menemukan efek akuntabilitas dalam mencegah penipuan. 

Masalah serupa dengan yang dihadapi oleh desa ini telah terjadi di wilayah Kecamatan 

Manisrenggo yang berada di Kabupaten Klaten. Selama tahun 2025, warga dari Desa Barukan 

telah melakukan protes untuk mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penyalahgunaan 

aset desa yang ternyata merupakan tanah desa yang berada di tangan keluarga kepala desa. 

Meskipun ada tuduhan terkait pengelolaan keuangan desa dan tidak secara langsung 

menunjukkan adanya penyalahgunaan keuangan desa maka gejala yang disebutkan tersebut 

jelas menunjukkan pentingnya transparansi dan pengawasan atas dana publik. Dana desa yang 

masuk ke dalam anggaran Kabupaten Klaten tidaklah sedikit sekali dan seiring dengan 

bertambahnya jumlah uang maka kebutuhan akan pengelolaan dan pengawasan yang baik 

juga semakin meningkat (Pamungkas, 2024). Di sisi lain, aparatur yang terbatas kemampuan 

teknisnya dalam perencanaan, administrasi, dan pelaporan lebih berisiko keliru atau 

menyimpang bila pengawasan di atasnya longgar (Hapsari et al., 2023). 

Dari sudut pandang teori secara teoritis menurut Fraud Diamond Theory penyebab dari 

penipuan itu sendiri berdasarkan pada tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), 

rasionalisasi (rationalization), dan kemampuan (capability). Penelitian ini mengaitkan 

kompetensi aparatur dengan kemampuan menjalankan tugas, sistem pengendalian internal 

dengan upaya mempersempit kesempatan menyimpang, dan akuntabilitas dengan 

pertanggungjawaban atas pemakaian anggaran (Sari et al., 2023). Peneliti sebelumnya telah 

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian mengenai tiga variabel 

independen tersebut dimana beberapa penelitian menunjukkan dampak positif, beberapa 

penelitian menunjukkan dampak negatif dan beberapa penelitian lainnya tidak menunjukkan 

adanya dampak sama sekali. Ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian ini telah menciptakan 

celah dalam bidang penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur 

desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) 

dalam pengaturan dana desa di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, baik secara 

terpisah maupun secara bersamaan. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan bukti 

empiris yang kuat untuk pengembangan bahasan terkait akuntansi sektor publik. Sebagai 

tambahan, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah desa 

dalam memperkuat tata kelola, pengendalian, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

dana desa. 
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KAJIAN TEORI 

Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

Kecurangan (fraud) ialah perbuatan melanggar hukum berupa rekayasa atau penyampaian 

keterangan palsu yang dilakukan demi meraup keuntungan pribadi atau golongan dan dapat 

merugikan pihak lain (Haq & Rahardjo, 2024). Pencegahannya mencakup berbagai upaya 

untuk Mempersempit ruang bagi rekayasa, penipuan, persekongkolan, dan penyelewengan 

sumber daya organisasi, baik dengan mekanisme yang mencegah, yang mendeteksi, maupun 

yang menindak (Putri et al., 2023; Aprilia et al., 2024). Di tingkat desa, pencegahan semacam 

ini perlu ada agar dana benar-benar terpakai sesuai rencana, aturan, dan kebutuhan warga. 

Kompetensi Aparatur Desa 

Kompetensi aparatur desa berarti gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus mengelola dana desa. 

Aparatur yang kompeten lebih mudah memahami aturan, menerapkan tata cara pengelolaan 

keuangan, dan mempertanggungjawabkan pemakaian dana (Jati et al., 2023). Karena itulah 

kompetensi dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa: aparatur harus bisa membaca regulasi, 

mengelola keuangan sesuai prosedur, menyusun laporan, dan mengenali tanda-tanda 

penyimpangan sebelum membesar. 

Sistem Pengendalian Internal  

Sistem pengendalian internal ialah proses yang berlangsung terus-menerus untuk 

memberikan jaminan yang layak atas keefektifan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, 

dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 

Tahun 2008. Keefektifan pengendalian internal berperan menekan peluang terjadinya 

penyimpangan lewat mekanisme penyeliaan dan pengendalian yang memadai (Fitriyani et al., 

2025). Sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Ketika desa benar-benar 

menjalankan komponen pengendalian, misalnya memisahkan tugas, memverifikasi, menyelia, 

dan mengevaluasi, aparatur punya lebih sedikit celah untuk menyelewengkan dana desa. 

Dengan begitu, pengendalian internal yang efektif termasuk alat yang paling berguna untuk 

mencegah kecurangan. 

Akuntabilitas  

Akuntabilitas berarti aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas dan pemakaian sumber daya kepada pihak yang berhak meminta keterangan itu 

(Martadinata, 2024). Pada dana desa, kewajiban tersebut tampak dalam keterbukaan 

informasi, pelaporan keuangan, kejelasan siapa bertanggung jawab atas apa, dan 

pertanggungjawaban atas program serta anggaran yang terpakai (Dewi et al., 2022). 

Akuntabilitas membantu mencegah kecurangan karena setiap rupiah yang keluar dan setiap 

kegiatan yang jalan harus bisa dijelaskan. Warga yang ikut mengawasi memperkeras tuntutan 

pertanggungjawaban itu sekaligus mendorong aparatur mengelola dana desa secara terbuka 

(Ahmad & Susilawati, 2025). 
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Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran kajian menampilkan keterkaitan diantara kemampuan aparatur desa, 

sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas sebagai variabel independen dengan 

pencegahan kecurangan dalam pengaturan dana desa selaku variabel dependen. Secara 

konseptual, kompetensi aparatur desa diperkirakan meningkatkan kesanggupan aparatur 

dalam mengatur jalannya pengelolaan dana dengan ketentuan dan mengenali risiko 

penyimpangan. Sistem pengendalian internal diperkirakan mengecilkan peluang terjadinya 

kecurangan lewat mekanisme penyeliaan dan pengendalian, sedangkan akuntabilitas 

diperkirakan meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban sehingga mengecilkan 

ruang terjadinya penyimpangan. Ketiga variabel itu selanjutnya diuji, baik secara parsial 

maupun simultan, terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. 

 
Gambar 1. 

Kerangka Pemikiran 

Hipotesis 

Bertolak dari kerangka berpikir di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan 

(fraud) dalam pengelolaan dana desa. 

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. 

H3 

 

H4 

: 

 

: 

 

 

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (fraud) 

dalam pengelolaan dana desa. 

Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan 

(fraud) dalam pengelolaan dana desa. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-eksplanatori untuk 

menguji pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan 

Akuntabilitas (X3) terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa 

(Y). Pendekatan kuantitatif cocok karena semua variabel berbentuk angka dan bisa diolah 

dengan teknik statistik, sehingga hubungan antarvariabel teruji secara objektif (Sugiyono, 
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2023). Lokasinya pemerintah desa di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Total ada 

112 aparatur pemerintah di 16 desa pada kecamatan itu, dan seluruhnya masuk populasi. 

Sampelnya tidak diambil dari semua orang tersebut: peneliti memakai purposive sampling 

(non-probability sampling) dan hanya menjaring mereka yang menangani keuangan desa 

secara langsung, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan 

Kasi Pemerintahan. Syaratnya, mereka masih menjabat dan sudah bekerja sedikitnya dua 

tahun. Kriteria itu dipakai untuk menjamin responden berbekal pengalaman dan pemahaman 

yang layak tentang pengelolaan keuangan desa. Bertolak dari kriteria tersebut, terhimpun 80 

responden atau lima responden dari tiap desa. 

Data yang dipakai bersifat kuantitatif dan primer, dikumpulkan lewat angket dengan skala 

Likert lima poin, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju) (Sugiyono, 2023). 

Peneliti mengukur Kompetensi Aparatur Desa (X1) lewat dimensi pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap, merujuk pada Jati et al. (2023). Sistem Pengendalian Internal (X2) diukur 

berdasarkan lima komponen Internal Control—Integrated Framework dari Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), meliputi lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 

aktivitas pemantauan (COSO, 2013). Untuk Akuntabilitas (X3), dimensinya adalah 

keterbukaan dan pertanggungjawaban, berdasarkan Faizatul Wardah & Miftahol Horri (2025) 

serta Lembaga Administrasi Negara dan BPKP (2000). Mengukur variabel Y, yaitu 

pencegahan kecurangan (fraud), lewat dua sisi: upaya mencegah dan upaya mendeteksi. 

Dalam praktik, indikatornya terlihat pada prosedur pengendalian yang dijalankan, jalur untuk 

melaporkan pelanggaran, pengawasan, dan evaluasi, ditambah tindak lanjut setiap kali ada 

tanda penyimpangan. Falisa (2025) dan Rustiyaningsih (2023) menjadi acuannya. 

Data diolah memakai perangkat lunak SPSS versi 26. Tahap pertama analisis adalah 

statistik deskriptif, yang memetakan karakteristik data penelitian (Ghozali, 2021). Setelah itu, 

peneliti memeriksa mutu instrumen melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji reliabilitas 

memakai Cronbach's Alpha dengan batas nilai > 0,60 (Ghozali, 2021; Sugiyono, 2023). 

Sebelum menguji hipotesis, peneliti menjalankan uji asumsi klasik: uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas lewat nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF), dan uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser (Ghozali, 2021). Pengaruh 

Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas terhadap 

Pencegahan Kecurangan kemudian diuji dengan regresi linier berganda, berdasarkan 

persamaan berikut: 

Y = α + b₁X₁ + b₂X₂ + b₃X₃ + e. 

Pengujian hipotesis dijalankan lewat uji t untuk mengetahui pengaruh tiap variabel 

independen secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersamaan. Pengaruh dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi < 0,05, sedangkan arah 

pengaruh ditetapkan menurut tanda koefisien regresi (Ghozali, 2021).   
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 

kajian ini dilangsungkan pada 16 desa di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten 

dengan melibatkan 80 aparatur desa selaku responden. Data dihimpun lewat penyebaran 

angket yang terdiri atas 66 butir pernyataan untuk mengukur kompetensi aparatur desa (X1), 

sistem pengendalian internal (X2), akuntabilitas (X3), dan pencegahan kecurangan (fraud) 

dalam pengelolaan dana desa (Y). 

Statistik Deskriptif 

Untuk menggambarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan simpangan baku 

pada setiap variabel, peneliti memakai statistik deskriptif. Tabel 1 memuat hasilnya. 

Tabel 1. 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

Kompetensi Aparatur Desa (X1) 80 51 70 64,36 4,347 

Sistem Pengendalian Internal (X2) 80 91 146 127,76 10,175 

Akuntabilitas (X3) 80 34 50 40,19 3,924 

Pencegahan Kecurangan (Y) 80 44 59 50,00 3,635 

Valid N (listwise) 80  

Pada Tabel 1 terlihat bahwa kompetensi aparatur desa memiliki rata-rata 64,36 dengan 

simpangan baku 4,347. Sistem pengendalian internal mencatat rata-rata 127,76 (simpangan 

baku 10,175), sedangkan akuntabilitas rata-rata 40,19 (simpangan baku 3,924). Pencegahan 

kecurangan berada di angka rata-rata 50,00 dengan simpangan baku 3,635. 

Uji Mutu Instrumen 

Peneliti menguji mutu instrumen dengan korelasi Product Moment pada 80 responden. 

Pembandingnya r tabel sebesar 0,2199, yang berlaku untuk taraf signifikansi 5% dengan df = 

78. Hasilnya, tidak ada satu pun dari 66 butir pernyataan yang jatuh di bawah batas itu: r 

hitung terkecil mencapai 0,222 dan yang terbesar 0,801. Seluruh butir instrumen karenanya 

dinyatakan valid, sehingga peneliti bisa membawanya ke tahap analisis berikutnya. 

Tabel 2. 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Jumlah Butir Rentang r hitung r tabel Keterangan 

Kompetensi Aparatur Desa (X1) 14 0,233–0,801 0,2199 Valid 

Sistem Pengendalian Internal (X2) 30 0,222–0,668 0,2199 Valid 

Akuntabilitas (X3) 10 0,284–0,768 0,2199 Valid 

Pencegahan Kecurangan (Y) 12 0,245–0,565 0,2199 Valid 

Peneliti mengukur reliabilitas instrumen dengan Cronbach's Alpha dan menetapkan batas 

minimum 0,60. Nilai alpha setiap variabel ternyata berada di atas angka itu, sehingga seluruh 

instrumen dinyatakan reliabel. 
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Tabel 3. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Kompetensi Aparatur Desa (X1) 0,776 Reliabel 

Sistem Pengendalian Internal (X2) 0,720 Reliabel 

Akuntabilitas (X3) 0,799 Reliabel 

Pencegahan Kecurangan (Y) 0,826 Reliabel 

 

Uji Asumsi Klasik 

Sebelum masuk ke regresi, peneliti menjalankan uji asumsi klasik lebih dulu untuk 

memastikan modelnya layak dipakai dalam analisis. Uji normalitas dijalankan memakai 

Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya memperlihatkan bahwa nilai signifikansi tiap variabel, yakni 

kompetensi aparatur desa sebesar 0,200, sistem pengendalian internal sebesar 0,222, 

akuntabilitas sebesar 0,283, dan pencegahan kecurangan sebesar 0,236, semuanya lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, data tiap variabel memenuhi patokan normalitas. 

Tabel 4. 

Hasil Uji Normalitas 

 

Pada uji multikolinearitas, semua variabel independen punya tolerance di atas 0,10 dan 

VIF di bawah 10. Kompetensi aparatur desa mencatat tolerance 0,925 dengan VIF 1,081, 

sistem pengendalian internal tolerance 0,992 dengan VIF 1,008, dan akuntabilitas tolerance 

0,922 dengan VIF 1,085. Model regresi ini karena itu bebas dari gejala multikolinearitas. 

Tabel 5. 

Hasil Uji Multikolinearitas 
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Peneliti memeriksa heteroskedastisitas lewat metode Glejser, dan hasilnya sama untuk 

ketiga variabel: signifikansi kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, serta 

akuntabilitas berada di atas 0,05. Gejala heteroskedastisitas karenanya tidak muncul dalam 

model regresi. 

Tabel 6. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengaruh kompetensi aparatur desa (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan 

akuntabilitas (X3) terhadap pencegahan kecurangan/fraud (Y) dalam pengelolaan dana desa 

peneliti telusuri dengan regresi linier berganda, dan olah data itu menghasilkan persamaan 

berikut: 

Y = 10,216 + 0,455X1 + 0,303X2 + 0,423X3 + e 

Ketiga koefisien bertanda positif. Kalau kompetensi aparatur, pengendalian internal, atau 

akuntabilitas naik, pencegahan kecurangan ikut naik ke arah yang sama; Tabel 7 memuat 

angka selengkapnya. 

Tabel 7. 

Hasil Regresi Linier Berganda 

 

Menurut Tabel 7, kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan (B=0,455; p=0,000). Sistem pengendalian internal juga berpengaruh 

positif dan signifikan (B=0,303; p=0,034), begitu pula akuntabilitas (B=0,423; p=0,000). 

Hasil itu memperlihatkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem 
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pengendalian internal, dan peningkatan akuntabilitas bertalian dengan peningkatan 

pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. 

Pengujian Hipotesis 

Peneliti memakai uji t untuk melihat apakah masing-masing variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen ketika diuji sendiri-sendiri (secara parsial). Tabel 8 

memuat hasilnya. 

Tabel 8. 

Hasil Uji t (Parsial) 

 

Pada Tabel 8, uji t memberi hasil yang seragam: pengaruh kompetensi aparatur desa 

(t=5,255; p=0,000), sistem pengendalian internal (t=2,130; p=0,034), dan akuntabilitas 

(t=4,531; p=0,000) terhadap pencegahan kecurangan sama-sama positif dan signifikan. 

Ketiganya lolos batas 0,05, sehingga peneliti menerima H1, H2, dan H3. 

Uji F dipakai untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian 

internal, dan akuntabilitas secara bersamaan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil 

pengujian tersaji pada Tabel 9. 

Tabel 9. 

Hasil Uji F 

 

Tabel 9 mencatat F hitung 10,208 dengan signifikansi 0,000, jauh di bawah 0,05. Artinya, 

kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas, bila dihitung 

bersama, berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana 

desa; H4 pun diterima. 

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan 

Kajian ini mendapati bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pencegahan kecurangan, dan hasil itu cocok dengan unsur capability dalam Fraud 

Diamond Theory, yang memandang kemampuan seseorang sebagai salah satu penentu terjadi 

tidaknya kecurangan. Aparatur yang punya pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional 
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umumnya mengelola keuangan desa dengan lebih patuh pada aturan; prosedur berjalan 

semestinya, dan penyimpangan lebih cepat tercium. 

Hasil serupa dilaporkan Faurozan & Muthaher (2024) dan Dewi et al. (2022), yang sama-

sama mendapati bahwa kompetensi aparatur ikut mendorong pencegahan kecurangan. 

Logikanya tidak sulit diikuti: aparatur yang paham alur keuangan desa dari perencanaan 

sampai pertanggungjawaban lebih peka terhadap kekeliruan, sehingga penyimpangan 

terdeteksi selagi masih kecil. Aparatur yang kurang cakap sering melewatkan atau salah 

menjalankan prosedur, dan celah yang ditinggalkannya dalam pengelolaan keuangan 

gampang dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan dana. 

Namun, temuan kajian ini bertolak belakang dengan Rakanti & Ratnadi (2024) yang 

mendapati pengaruh negatif kompetensi terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan itu 

dapat bertalian dengan ciri responden, cara pengukuran kompetensi, serta keadaan organisasi 

dan lingkungan penelitian. 

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan 

Sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan, dan hasil itu cocok dengan Fraud Diamond Theory pada unsur 

opportunity: pengendalian yang memadai membuat kesempatan untuk berbuat curang makin 

sempit. Kalau desa menjalankan kelima komponen itu (lingkungan pengendalian, penilaian 

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan), pengawasan jadi 

lebih rapat dan penyimpangan lebih mudah ketahuan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Noya et al. ( 2023) yang menunjukkan bahwa 

pengendalian internal berperan dalam mencegah kecurangan. Kesamaan tersebut 

menunjukkan bahwa pengendalian internal dapat menjadi instrumen organisasi untuk 

mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan. Berkas administrasi yang lengkap belum 

menjamin pengendalian berjalan; pengendalian baru efektif kalau pemerintah desa bisa 

menemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, mengawasinya terus, dan 

menindaklanjutinya sampai beres. Sebaliknya, Rakanti & Ratnadi (2024) mendapati hasil 

yang berlainan, sedangkan Sulistiyantoro & Zahara (2023) memperlihatkan bahwa sistem 

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan itu 

menandakan bahwa keberadaan pengendalian internal mesti dibarengi penerapan yang 

konsisten dan komitmen aparatur agar tidak berhenti pada pemenuhan tata usaha semata. 

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan 

Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. 

Aparatur yang harus membuka informasi dan mempertanggungjawabkan setiap langkahnya 

berhadapan dengan pengawasan dana desa yang lebih ketat, dan di titik itu alasan pembenar 

untuk menyimpang, yang dalam Fraud Diamond Theory disebut rationalization, sulit lagi 

dipertahankan. Tindakan yang bisa diperiksa siapa pun juga mahal harganya: sanksi 

administratif hampir pasti menyusul, sementara warga desa ikut menekan. 

Sepadan dengan Dewi et al. (2022) dan Mufliza & Januarti (2023) yang memperlihatkan 

pentingnya akuntabilitas dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Keterbukaan 

informasi dan pertanggungjawaban kepada warga dapat memperkukuh penyeliaan serta 

mendorong aparatur menjalankan pengelolaan dana desa secara lebih bertanggung jawab. 
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Berbanding terbalik dengan Hidayat et al. (2025) yang mendapati pengaruh negatif 

akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan dan Utami et al. (2023) yang memperlihatkan 

tiadanya pengaruh signifikan. Perbedaan itu dapat dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas di 

tiap organisasi. Akuntabilitas bisa juga dimaknai sebagai pemenuhan tata usaha belum pasti 

memberi dampak yang sama terhadap akuntabilitas yang dijalankan lewat keterbukaan, 

penyeliaan, dan pertanggungjawaban yang hakiki. 

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas 

secara Simultan terhadap Pencegahan Kecurangan 

Uji F menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan 

akuntabilitas, bila dihitung bersama, berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan. Hasil ini memberi gambaran bahwa mencegah kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa bergantung pada kemampuan individu aparatur, sekaligus pada mekanisme di 

dalam organisasi dan pertanggungjawaban kepada publik. 

Fraud Diamond Theory memberi tempat bagi masing-masing variabel. Capability 

berkaitan dengan kompetensi aparatur, opportunity tertutup oleh sistem pengendalian internal, 

dan akuntabilitas memperketat pengawasan sampai rationalization kehilangan tempat 

berpijak. Aparatur yang mahir belum tentu cukup untuk mencegah kecurangan, sebab ia tetap 

perlu didampingi pengendalian yang efektif dan akuntabilitas yang terbuka bila 

pencegahannya ingin menjangkau semua sisi. Safitri & Budiwitjaksono (2025) menarik 

kesimpulan yang searah: menjelaskan pencegahan kecurangan menuntut perhatian pada faktor 

individu dan faktor organisasi sekaligus. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan mengkaji efek kapasitas aparatur desa, mekanisme pengendalian 

internal, serta akuntabilitas terhadap penangkalan kecurangan (fraud) pada tata kelola dana 

desa di 16 desa Wilayah Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Melalui pengujian atas 80 

responden, disimpulkan bahwa (1) kapasitas aparatur desa berorientasi positif dan signifikan 

terhadap penangkalan kecurangan; (2) mekanisme pengendalian internal berorientasi positif 

dan signifikan terhadap penangkalan kecurangan; (3) akuntabilitas berorientasi positif dan 

signifikan terhadap penangkalan kecurangan; serta (4) kapasitas aparatur desa, mekanisme 

pengendalian internal, dan akuntabilitas secara simultan berdampak signifikan terhadap 

penangkalan kecurangan pada tata kelola dana desa. 

Saran 

Kajian ini punya empat keterbatasan yang perlu diperhatikan. Lokasinya hanya Kecamatan 

Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sehingga siapa pun yang ingin membawa hasilnya ke 

wilayah dengan watak berbeda perlu berhati-hati. Model penelitiannya juga baru memuat tiga 

variabel independen; moralitas individu, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan 

teknologi informasi belum sempat dihitung. Alat ukurnya kuesioner, dan kuesioner membuka 

peluang bias pelaporan diri (self-reporting bias), sebab jawaban responden belum tentu cocok 

dengan kondisi pencegahan kecurangan yang sesungguhnya. 
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Dari keterbatasan itu lahir beberapa saran. Aparatur desa perlu menambah kompetensi, 

memperketat sistem pengendalian internal, dan membuka pengelolaan dana desa agar lebih 

transparan dan akuntabel. Peneliti selanjutnya bisa memperluas wilayah, menambah variabel, 

dan menggabungkan kuesioner dengan wawancara atau observasi supaya datanya lebih utuh. 

Adapun pembuat regulasi dapat memakai temuan ini sebagai bahan pertimbangan untuk 

menguatkan kebijakan dan tata kelola dana desa, khususnya soal kompetensi aparatur, 

pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas. 
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